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PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR PM 93 TAHUN 2013 
TENTANG 

PENYELENGGARAAN DAN PENGUSAHAAN ANGKUTAN LAUT 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA, 

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10, Pasal 19, 
Pasal 28, Pasal 34, Pasal 38, Pasal 42, Pasal 44, Pasal 51, 
Pasal 74, Pasal 76, Pasal 78, Pasal 98, Pasal 102, Pasal 
165, Pasal 183, Pasal 190, Pasal 201, dan Pasal 206 
Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang 
Angkutan di Perairan, perlu menetapkan Peraturan Menteri 
Perhubungan tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan 
Angkutan Laut; 

Mengingat  :  1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 
Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang 
Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran  Negara 
Republik Indonesia Nomor 4849); 
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3. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2002 tentang 
Perkapalan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2002 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4227); 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, 
Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan 
Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2009 tentang 
Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan 
Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Perhubungan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 
Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4973); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang 
Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2009 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5070); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2010 tentang 
Kenavigasian (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5093); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang 
Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2010 Nomor 26, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5108) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 22 Tahun 2011 (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 43, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5208); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2010 tentang 
Perlindungan Lingkungan Maritim (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 27, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5109); 

10. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang 
Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara 
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir 
dengan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2013; 
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11. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang 
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara 
serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I 
Kementerian Negara sebagaimana telah diubah 
beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden 
Nomor 38 Tahun 2013; 

12. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM. 45 Tahun 
2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jenis dan Tarif 
Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang 
Berlaku Pada Direktorat Jenderal Perhubungan Laut 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 
Perhubungan Nomor KM 68 Tahun 2010; 

13. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 60 Tahun 
2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian 
Perhubungan; 

14. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 62 Tahun 
2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Unit 
Penyelenggara Pelabuhan sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 44 
Tahun 2011; 

15. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 35 Tahun 
2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor 
Otoritas Pelabuhan Utama; 

16. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 36 Tahun 
2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor 
Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan; 

MEMUTUSKAN: 
Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG 

PENYELENGGARAAN DAN PENGUSAHAAN ANGKUTAN 
LAUT. 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 
1. Angkutan Laut adalah kegiatan angkutan yang menurut kegiatannya 

melayani kegiatan angkutan laut. 
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2. Angkutan Laut Dalam Negeri adalah kegiatan angkutan laut yang 
dilakukan di wilayah perairan Indonesia yang diselenggarakan oleh 
perusahaan angkutan laut nasional. 

3. Angkutan Laut Luar Negeri adalah kegiatan angkutan laut dari 
pelabuhan atau terminal khusus yang terbuka bagi perdagangan luar 
negeri ke pelabuhan luar negeri atau dari pelabuhan luar negeri ke 
pelabuhan atau terminal khusus Indonesia yang terbuka bagi 
perdagangan luar negeri yang diselenggarakan oleh perusahaan 
angkutan laut. 

4. Angkutan Laut Khusus adalah kegiatan angkutan untuk melayani 
kepentingan usaha sendiri dalam menunjang usaha pokoknya. 

5. Angkutan Laut Pelayaran-Rakyat adalah usaha rakyat yang bersifat 
tradisional dan mempunyai karakteristik tersendiri untuk 
melaksanakan angkutan di perairan dengan menggunakan kapal 
layar, kapal layar bermotor, dan/atau kapal motor sederhana 
berbendera Indonesia dengan ukuran tertentu.  

6. Perusahaan Pelayaran-Rakyat adalah perusahaan angkutan laut 
berbadan hukum Indonesia yang dalam melakukan kegiatan 
usahanya dengan menggunakan kapal layar, kapal layar motor 
tradisional, dan/atau kapal motor dengan ukuran tertentu. 

7. Pelayaran-Perintis adalah pelayanan angkutan di perairan pada 
trayek-trayek yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk melayani daerah 
atau wilayah yang belum atau tidak terlayani oleh angkutan perairan 
karena belum memberikan manfaat komersial. 

8. Penugasan adalah penyelenggaraan kegiatan angkutan laut yang 
diberikan oleh Pemerintah dan/atau pemerintah daerah dan 
dilaksanakan oleh perusahaan angkutan laut nasional dengan biaya 
yang disediakan oleh Pemerintah dan/atau pemerintah daerah 
sebesar selisih antara biaya produksi dan tarif yang ditetapkan 
Pemerintah dan/atau pemerintah daerah sebagai kewajiban 
pelayanan publik. 

9. Kapal adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis tertentu, yang 
digerakkan dengan tenaga angin, tenaga mekanik, energi lainnya, 
ditarik atau ditunda, termasuk kendaraan yang berdaya dukung 
dinamis, kendaraan di bawah permukaan air, serta alat apung dan 
bangunan terapung yang tidak berpindah-pindah. 

10. Kapal Berbendera Indonesia adalah kapal yang telah didaftarkan 
dalam daftar kapal Indonesia. 

11. Kapal Asing adalah kapal yang berbendera selain bendera Indonesia 
dan tidak dicatat dalam daftar kapal Indonesia. 
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12. Perusahaan Nasional Keagenan Kapal adalah badan usaha yang 
khusus didirikan untuk kegiatan keagenan kapal. 

13. Perusahaan Angkutan Laut Nasional adalah perusahaan angkutan 
laut berbadan hukum Indonesia yang melakukan kegiatan angkutan 
laut di dalam wilayah perairan Indonesia dan/atau dari dan ke 
pelabuhan di luar negeri. 

14. Agen Umum adalah perusahaan angkutan laut nasional atau 
perusahaan nasional yang khusus didirikan untuk melakukan usaha 
keagenan kapal, yang ditunjuk oleh perusahaan angkutan laut asing 
untuk mengurus kepentingan kapalnya selama berada di Indonesia. 

15. Sub Agen adalah perusahaan angkutan laut nasional atau 
perusahaan nasional yang khusus didirikan untuk melakukan usaha 
keagenan kapal di pelabuhan atau terminal khusus tertentu yang 
ditunjuk oleh agen umum. 

16. Jaringan Trayek adalah kumpulan dari trayek yang menjadi satu 
kesatuan pelayanan angkutan penumpang dan/atau barang dari satu 
pelabuhan ke pelabuhan lainnya. 

17. Trayek Tetap dan Teratur (Liner) adalah pelayanan angkutan yang 
dilakukan secara tetap dan teratur dengan berjadwal dan 
menyebutkan pelabuhan singgah. 

18. Trayek Tidak Tetap dan Tidak Teratur (Tramper) adalah pelayanan 
angkutan yang dilakukan secara tidak tetap dan tidak teratur. 

19. Deviasi adalah penyimpangan trayek atau tidak menyinggahi 
pelabuhan wajib singgah yang ditetapkan dalam jaringan trayek. 

20. Omisi adalah meninggalkan atau tidak menyinggahi pelabuhan wajib 
singgah yang ditetapkan dalam jaringan trayek. 

21. Substitusi adalah penggantian kapal pada trayek tetap dan teratur 
yang telah ditetapkan sebelumnya.  

22. Pelabuhan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan/atau perairan 
dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan 
dan kegiatan pengusahaan yang dipergunakan sebagai tempat kapal 
bersandar, naik turun penumpang, dan/atau bongkar muat barang, 
berupa terminal dan tempat berlabuh kapal yang dilengkapi dengan 
fasilitas keselamatan dan keamanan pelayaran dan kegiatan 
penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra-dan 
antarmoda transportasi. 

23. Pelabuhan Utama adalah pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani 
kegiatan angkutan laut dalam negeri dan internasional, alih muat 
angkutan laut dalam negeri dan internasional dalam jumlah besar, 
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